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TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA PUSKESMAS

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

a.

BUPATI HALMAHERA UTARA

pahwa untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dibidang
kesehatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, maka periu
segera mengangkat Pegawai Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam
surat keputusan ini untuk menduduki jabatan sebagai kepala puskesmas;

bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang namanya tersebut dalam Surat
keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam
jabatan dimaksud pada huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud pada huruf a dan b,
maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Utara teniang
Pengangkatan Kepala Puskesmas di Lingkungan Pemerintan Kabupaten
Halmahera Utara.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku
Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3895), sebagaiman telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula,
Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2464),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5607);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494),

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar
Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6037);






